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BLUPATI BANYL'MAX,
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERIA

_ ; Memmbang  ©  a. bahwa dengan lelah ditetapkanmya Poraturan
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Pemennizh Nomor 32 Tahun 2004 tenfang

Pedomen Sutwar: Polisi Pamong Proga |, maka dalam
rangka penyelenggarazn ke entraman dan keeertiban
vmum perln meoctapkan Perawran Dacrah
Katupaien  Rampumas  tenlang Pembentuban
Suzupan Organiszsi dan Ttz Kerju Suluun Palisi
Pamong Praja Kabupaten Damwumas.

KADUPATEN BANYUMAS



Mengingat 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 teniang HAE 1
Pembeatukan Daerab-daernh  Ksbupaten dalam KETENTUAN UMUM
Lingkungan Propinsi lawa Tengah; 1 Pasal 1
2. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 ieniang
Femerinehan Daerah ( Lembaran Megara Tahun @
2004 Nomor 125, Tambahan Lembarzn Mcgara Dralam Peraturan Dwerah mi yang dimaksud dengan :
Nomor4437) i
3. Peraturan Pemerotoh No 16 Tahun 1999 (CRIAng 1. Dmerzh adalah Daerah Kubwpaicn Banyemas,
Jabatan Fungsionel Pegawai Negeri Sipil ( 2. Pemerintah Daerah edalah Pemerintah Kabupaten Banyurmas, .
Lembaran Negurs Tahun 1994 Nomor- 2z, . p
Tambahon Lembaran Megars Nonor 3547) - 3. Bupati adalah Bupati Banynmas.
4. Peraturan Pemicringh Nomor 8 Tahun 2003 tentzng 4. Sekretaris Daerall adnleh  Sckretari:s Deerah  Fahupsien
Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ¢ Lembaran Bamaumus.
Megara “Tahun 2003 Nomor 14, Tamhahan 5. Semuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja
Lembiram Negara Nomor 42677 - Kabupatsn B mvitras
3. Peraturan Femerintah Nomor 32 Tahun 2004 e . ¢
(eniong Pedoman Sawan Poiisi Pamong Praja ; 6. Kepala Saman sdalah Kepala Sanan Polisi Pemong Praja
(lembarsn Negara Tahun 2004 Nomer 117, Kabupaten Banyunias.
Tambahan Lembaran Megars Momar 4428). 7. Folisi Pamang Praja adulzh aparasr Femerintah Doerah yang
melaksanakan wgas Bupati dalam memslihare dazn
Dénigan persetsjuan meyelenggarakan ketenteaman dun ketertiban umum. menezakan
Peraturan Dagrah dan Kepawsan Bupati,
DEWAN FERWAKILAN RAKYAT DAERAH #  Ketenromon dan kewertiban umum adalal cuato kesdsan dinamis
KABUPATEN BANYLIMAS vang memungkinkan Pemerntoh, Pemerintah Daerah dan
dan "
b masyarakat dapat melakokan kegiatannya denzan leniram, ierih
BUPATI BANYUMAS i tertur
! 9. Jaberan Fungsional adaloh kedudukan yang menunjukkan tugas,
MEMUTLSKAN: langpumg jawab, wowenang dan hak seomne Pepawai Neger
Sipil dalam Sanan Organisas: yang dalam pelaksanzan TEasnya
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMEENTUKAN : didazarkan pada keallian don aton ketrampilan terienty sera
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERIA SATUAN BeriFet i
POLISI PAMONG PRAIA KABUFATEN HAMNYLIMAS
1 k]




HAK 11

PEMBENTLUEAN

Pasal 2

[engan Persturan Dracrah ini dibenmuk Sawan Polisi Famong Paraja

BAB 111
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

Satuan Polisi Punung Prajs adalah unsur perangkat Pemeriniah Daerah

dipimpin oleh ssorang Kepala yang berads dibasah dan bertanggung jawah
kepade Bupatimelzlui Sckretariz Dacrah,

Fasal 4

{1} Saman Polisi Parneke Praja mempenya fugas pokok inemelilara tan
meyelenygarakan ketenramon dan keterdiban umom |, menegakan
Peraturin Deerah dan Peraturan Bupati,

{2 Unmnuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksed dalam ayat
(1) Sabuan Polisi Panong Projp memponysi fungsi -

.

Pemyusin Pmgram dan pelaksanaan ketemraman dan koieriiban
emum, percgakan Peraturan Dacrah dan Peraturan Dupati;
Pelaksanaan kebijakan peoelibargan dan pemvelenggarazn
keteatraman dan ketertiban uman di Dise gah;

Pedakcsaan kelijukan penegakan Perpturan Dasmb dan Pecatiurun
Bugui

=

il

.

pelaksanaan  koordinas] - pemeliharaan dan  penyelengaraan
ketentraman dan ketertibsn umum serla pensgakan Peraturan

Dracrah dan Peraturan Bupati dengan aparat Kepolisian Negara,
Penyidik Pegawar Negen Sipil (PPNS) dan stav aparmt lainnya.
pengavasan terhadap masyvarakal apar mematuhi dan mentaat:
Permturan Dacrah dan Peraciran Bupat .
BAB IV
SUSUNAN ORGANISAS]

Pasal §

(1) Susunan organisasi Satan Polisi Pamong Prajaerdin dari :

2

FOT T T -

Kepala Saman;

Sub Bagan Tata Usuha ;

Seksi Operasidan Pengawasan |
Scksi Fembinaan Urmom ;

Seksi Pemodikan dan Penimdakan ;
Helbom ﬁuk labatan Fungsional;

Bagan susunan orgamisase Sauwn Polisi Pamong Praja sebagdimana

Ercantum pada Lampizan, merupakan bagian tak terpisahkan dar

Perpiurun Daerah i,



RAR Y
TATA KERTA
Pasal ¢

Kepala Satuan  dalam melaksanakan migasnya berdasarken kebijakan
umum yang ditetapkan oleh Bupar,

Pasal 7

Dalem melaksanakan tugasnya, Kepala Satuan, Kepala Bagian Tata Usaba,
pars Kepala Scksi dan Fara Pejabat Fumgsional pada Saiuan Polisi Famony
Praja wajib mencrapkan prinsip koordinesi, inregrsi, sinkronizasi dan
simplifikasa secarn vertikal dan horisontal haik dalam ngkungan kerja
masing-masing maupun dengan  ns@ansi lain sesuai dengan tugas

pokoknya,

Pasal B

(11 Setiap pimpinan ssoan organisasi pada Satuan Pubiv Famong Praja
Dertangpung puah memimpin dan mengkoordinasikan bawalennys
serta memberikan | bimbigien dan peonjuk pelaksanaan tugasiya

(2} Serdap pimpinan saan organisaci pods Saivan Polis Mamang Pra;z
harus mentaati perimsh/petunjuk atasan din bertanggung jawab
kepada atasen mesing-masing sorta menyaim e ki tapoman barkala
tepat pada wak unva.

{3} Setiap Laporan ymig diierima olch pimpinan satuan organisasi dari
hawalwnnye wajib dlolah dan dipergunskan schagai bahan untuk
penyesunan laporan lehah lanjut dan untuk memberikan petunjuk
kepada bewahamma

(4] Dalam meyampkan laporan masing-masing kepeada miasan 1embusan
leporan wajib disampaikan kepadu sntuan orzanisasi lain YN Seeamm
fungsional mempunyar hubungan kerja

(31 Dalam meliksanakan wgas, setisp pimpinan saluan organisasi pada
Eatean Polisi Pamong Praja dibante oleh saman arganisasi dibawalmya
dan dalam rangha (eanberisn bimbingan kepada bawahannya masing-
miasine wajib mengadakan rapat berkala,

Pasal 9

Tugas pokok, fungsi, uraian (ugas jmbamn dan taa kerja Kepala Sodusn,
Sub Bapian Taa Usaha, Seksi dan Kelempok labatan Fungsional pada
Samnn Folisi Famong Prajs akan diatur lebik lanjut dengan Peraturun
Bupati.

BaB Vi
EETENTUAN PENUTUPF
Pasal 10

Peraturan Dagrah ini mula beraku pada tanggal diundangkan.

Apar setiap orimg dapst mengerahuinyg, menenniahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatanoye dalamy Lembaran Daersh
Kabupaten Banyomas



Ditetapkan di Furwolkesto
padatanggal 27 November 2004
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